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BAB III    

PENUTUP    

A.  Kesimpulan    

Tanggung jawab hukum makelar bersumber dari hubungan perikatan (lastgeving), 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata, yaitu perjanjian pemberian kuasa 

antara investor dengan makelar. Oleh karena itu, makelar wajib bertindak sesuai 

dengan kuasa yang diberikan, menjaga itikad baik, dan tidak melebihi batas 

kewenangannya. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikualifikasikan sebagai 

wanprestasi. Dalam KUHD, khususnya Pasal 62 sampai dengan 75, makelar 

diposisikan sebagai pihak perantara yang tidak menjadi subjek langsung dalam 

perjanjian pokok. Akan tetapi, jika makelar menyebabkan kerugian dengan bertindak 

di luar batas, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara 

perdata, pidana, maupun administrative.    

Makelar yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti penipuan   

(Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), atau pemalsuan dokumen (Pasal 

263 KUHP), maka tanggung jawabnya meluas ke ranah pidana. Hal ini penting untuk 

memberikan efek jera dan pelindungan hukum kepada investor yang dirugikan. 

Dalam konteks keperdataan, makelar yang menyembunyikan informasi penting, 

menaikkan harga secara tidak wajar, atau melakukan transaksi tanpa izin tertulis 

dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan 

hukum. Gugatan ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi secara materiil maupun  

immateriil.     

 

 



       46    
    

    

 

Mayoritas hubungan hukum antara investor dan makelar dilakukan secara informal 

(tanpa kontrak tertulis), maka hal ini menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. 

Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk membuat perjanjian tertulis yang 

mengatur kewajiban, batas kuasa, komisi, dan sanksi jika terjadi pelanggaran. 

Tanggung jawab makelar juga dapat bersifat administratif, apabila makelar tersebut 

tergabung dalam asosiasi profesi atau tunduk pada regulasi seperti   Permendag No. 

51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Dalam 

konteks ini, makelar wajib menjunjung tinggi kode etik profesi, dan pelanggaran 

dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin praktik atau teguran tertulis.    

B. Saran     

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab hukum makelar dalam 

transaksi pengadaan tanah untuk investasi perumahan, penulis memiliki beberapa 

saran penting. Pemerintah disarankan agar membuat regulasi khusus yang mengatur 

profesi makelar tanah, penguatan pengawasan, serta edukasi hukum bagi masyarakat 

dan investor agar makelar maupun investor memahami hak dan kewajibannya. Para 

investor disarankan untuk selalu membuat perjanjian tertulis, melakukan uji tuntas 

(due diligence), dan bekerja sama dengan makelar yang tersertifikasi untuk 

mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Makelar harus memiliki legalitas formal, 

memahami tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administratif, serta menjaga 

transparansi informasi. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar 

peneliti selanjutnya dapat memfokuskan penelitian terhadap implementasi regulasi, 

studi perbandingan hukum dengan negara lain, dan kajian sosiologis-yuridis terkait 

kepercayaan masyarakat terhadap makelar informal.    
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